BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang dilakukan
dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan tanah pertanian untuk usaha
rumah makan sebagian telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sleman. Adapun penggunaan tanah pertanian yang sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 adalah
penggunaan tanah kas desa berupa tanah pertanian menjadi non pertanian.
Hal ini dikarenakan seluruh responden pemilik usaha rumah makan yang
berjumlah 20 orang telah memiliki izin pemanfaatan tanah karena bila tidak
memiliki izin pemanfaatan tanah maka responden tidak dapat menyewa
tanah kas desa. Dalam hal perubahan peruntukan tanah kas desa berupa tanah
pertanian menjadi non pertanian tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan
dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa pemerintah desa wajib menanggung
biaya proses perubahan peruntukan tanah kas desa. Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan penyewa tanah kas desa sendiri yang mengurus dan

menanggung proses dan biaya perubahan peruntukan tanah kas desa.
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Adapun sebagian penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian
yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12
Tahun 2012 adalah penggunaan tanah hak milik berupa tanah pertanian
menjadi non pertanian. Hal ini disebabkan sebanyak 12 orang atau 60%
responden pemilik tanah pertanian tidak memiliki izin pemanfaatan tanah
karena mereka kurang memahami prosedur mengenai pengurusan izin
pemanfaatan tanah yaitu mengenai biaya untuk mengurus izin pemanfaatan
tanah. Belum ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai biaya untuk mengurus izin pemanfaatan tanah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka
saran-saran yang dapat penulis ajukan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya mengurangi penggunaan tanah
pertanian untuk kegiatan non pertanian dengan cara mengevaluasi kembali
Peraturan Daerah yang terkait dengan perubahan penggunaan tanah
pertanian menjadi non pertanian. Perlu adanya ketentuan yang jelas
mengenai biaya untuk mengurus izin pemanfaatan tanah agar tidak terjadi
penyimpangan peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah Desa Catur Tunggal diharapkan mencegah semakin banyaknya
penggunaan tanah kas desa yang berupa tanah pertanian untuk kegiatan
non pertanian. Tidak mengutamakan nilai ekonomi karena akan
mengakibatkan semakin banyak terjadi pengurangan luas tanah pertanian

di perdesaan.
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3. Pemilik tanah pertanian diharapkan sedapat mungkin mengurangi
terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian
agar dapat menjaga stabilitas pangan nasional. Selain itu, diharapkan ikut
berpartisipasi dalam penyelenggaraan izin peruntukan penggunaan tanah.

4. Pemilik usaha rumah makan diharapkan agar sedapat mungkin mengurangi
penggunaan tanah kas desa yang berupa tanah pertanian yang masih

produktif untuk penggunaan kegiatan non pertanian.
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